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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan 

dimuka maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang belum meratifikasi 

Konvensi 1951 telah menerapkan asas non refoulement berkaitan dengan 

pengungsi Timor Leste di Indonesia pasca Referendum 1999. Kewajiban 

Indonesia berkaitan dengan asas non refoulement tidak hanya melekat 

pada pengertian pengungsi tersebut tidak boleh dipulangkan secara paksa 

ke negara dimana kehidupan dan keberadaanya terancam malainkan juga 

menyangkut kewajiban negara sebagai negara penerima dalam 

memberikan hak-hak pengungsi, memberikan perlindungan dan mengurus 

pemulangan (repatriasi) dari pengungsi tersebut. Indonesia dalam hal ini 

belum memberikan penanganan yang memadai terhadap pengungsi Timor 

Leste. 

 

B. Saran  

1. Pemerintah Indonesia dengan itikad baik segera menuntaskan 

permasalahan pengungsi Timor Leste yang walaupun status mereka 

sebagai pengungsi sudah berakhir  

2. Pengalaman dalam menangani pengungsi Timor Leste digharapkan 

menjadi evaluasi bagi pemerintah Indonesia khususnya, dalam hal ini 

penulis menyarankan pemerintah meratifikasi Konvensi 1951 dan 
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Protokol 1967 sehingga memiliki rasa tanggung jawab yang lebih 

dalam menangani pengungsi.  
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